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Kasus Suap DPRD Jambi Jelang Tuntas

Penahanan enam tersangka kali ini
merampungkan tahapan penahanan
terhadap seluruh tersangka yang jumiahnya

mencapai 52 orang.

Canpra Yuri Nuratam
v nksiTmed DAL A M

ENAHANAN tersangka
kasus dugaan suap terkait
pengesahan RAPED Jambi
kembali dilakukon, Enam
mantanlegislatorjambidijebloskan
ke rumah tahanan mualai kemarin,
“Masing-masing untuk 20 hari
pertama mulai 1 September 2023
sampat dengan 20 5eptember 2023,
kata Pelaksana Tugas (PIf} Teput
Penindakan dan Lksekusi KPK
Ssep Cuntur di Gedung |uang KPK,
Jakarta Selatan.
Emarm tersang Ko yang ditaban it
ialah Mely Hairya, Luhut Silaban,

Edmon, M Khairil, Rahima, dan
Mesran. Mereka semua hakal
mendekam di Rumah Tahanan
IRutan) KPE.

Dl Kasus i, mereka semua
diduga menerima Rp200 jula
dari pihak swasta Paur Syakarin,
“Deng an pemberian uang dumakesad,
selanjuimya RAPBD Jambi tahun
anggaran 2017 dan 2018 akhirmya
disahkan," ucap Asep,

Kasus it merupakan pengem-
bangan dari dugaan suap yang
menjeral mantan Gubernar Jamhbi
Zumi fola fulkiflh Total ada 23
angeola DPRED Jambi periode 2014
sampat 2009 ditetapkan sebagai
tersangka.

Mereks semua sudah ditahan.
Jika ditotal, tersangka dalam kasus
lersebut mencapai 52 arang.

Dalain perkara wrsebut, Zumi
Zoladivonis G lahun pada Desember
2018 ranpa mengajukan banding.
Ta sempat mengajukan peninjauan
kembali (PR, tapi kandas, Zumi Zola
bebas hersyarat pada 6 September
2022,

Azep mengatakan penahanan
cham tersangka itu elah meram
pungkan tahapan penahanan
terhadap selurah wrsangka dalam
perkara lersebul. "Insyva Allakh ini
penahanan yang terakhir dalam
perkara ini.” ujarnya.

Asep menjelaskan perkara
dugaan suap yang menjerat
Leelima ersangka terjadi menjelang
pengesahan RAPED Jambi tahun
anggaran 2017 2018, Dalam RAPED
itu, tercantum berbagai proyek
pekerjaan infrasmrukmr dengan
nilai proyek mencapai miliaran

rupiah yang sehelumnya dizusun
DPemprov |ambi

Untuk mendapatkan persetujuan
pengesaban BAFBD Jambi tabun
anggaran 2017-2018 wersebul, para
tersangka yang menjabat scha
gai anggnta DPRD Provinsi Jambi
periode Z014-2019 diduga mem inta
sejumlah uang dengan istilah 'ketok
paha’ kepada Fomi Zala yang saat it
menjabat Gubernur Jambi.

Dengan permintaan terschut,
Zumi Zola melalui orang keper-
cavaannyi, Foaut Syakarin, yang
berprolesi sebagai pengusaha,
menyiapkaon dana sekitar Rp2,3
miliar. Pembagian uang 'ketok pala’
it disesnaikan dengan posisi para
tersang ka di DPRD yang besarannya
dumulag Bplidd juta sampad Bpdod
juta per anggota DPRD.

Dibalas proyek
Terkair reknis pemberian,
KPK menduga Paut Syakarin

menyerahkan uang sehesar Rpl,@
miliar kepada heberapa anggota
DPRD Provinsi Jambi lainnya.
Dengan pemberian nang werschut
selanjulnya RAFPED Jambi labun
anggaran 2017-2018 disahkan,
Kemudian untuk mengganti
uang vang telah dikelvarkan Paur
Syakarin, umi Yala memberikan
heberapa proyek pekerjaan diDinas
Pekerjaan Umurm (PLU) Pemprov
Jambi kepada Paut Svakarin.
Dalam kasus itu, para tersangka
disangkakon melanggar Fasal 12
huref (a) atau Pasal 11 Undang-
Undang Republik Indonesia
Na 31 Tahun 19%9 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Kaorupsi sehagaimana telah diuhah
depgan Undang Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang Undang Nomor 31
Tahun 1999 enlang Pemberantasan
Tindak Pidana Kompsi jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KITHPidana. (AniP-2)



